
Korupsi Sektor
Pendidikan
Almas Sjafrina

Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW

Disampaikan dalam Sekolah Pengawasan dan Pemantauan

Pengadaan Publik yang diselenggarakan TII, 10 Agustus 2021



APBN untuk sektor pendidikan: sedikitnya 20% dari belanja negara



Bagaimana Kualitas Pendidikan di Indonesia?

Survei Program for International Student Assessment (PISA): performa
pendidikan Indonesia (membaca, matematika, kinerja sains) turun dari
tahun 2013 ke 2018 (OECD, 2019)

Peringkat 72 dari 77 negara
Daya saing SDM Indonesia masih tertinggal, berada diurutan ke-50 dari
141 negara (World Economic Forum, 2018)
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PENINDAKAN
KORUPSI
PBJ 2013-2019



TAHUN PENINDAKAN: 2016-2017



TAHUN PENINDAKAN: 2016-2017



MODUS KORUPSI PBJ



BAGAIMANA
PERKEMBANGAN
PENINDAKAN KORUPSI
PENDIDIKAN
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Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan
Tahun 2006-2020: 635 Kasus



DIDUGA
MERUGIKAN
NEGARA SEKITAR
RP 1,704 TRILIUN

Terdapat sejumlah kasus
yang tidak diketahui
kerugian negaranya.
Penanganan perkara masih
berlangsung saat kasus ini
diinventarisir, sehingga
terdapat kasus yang
kerugian negaranya masih
dalam tahap penghitungan
dan belum inkracht
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Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2018-2020
(242 Tersangka dalam 3 Tahun Terakhir)

SEKOLAH DAN DINAS
PENDIDIKAN: LAHAN
SUBUR KORUPSI
PENDIDIKAN
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Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan
Tahun 2018-2020



Sumber: ICW, 2016Tahun Penindakan: 2006-2015



MENGAPA
SEKTOR
PENDIDIKAN
RENTAN
DIKORUPSI

Kerentanan sistem 
Anggaran yang besar,
transparansi yang minim,
dan pengawasan yang
tidak berjalan efektif
Dampak sistemiknya
korupsi politik dan
birokrasi



PBJ masih menjadi lahan elit politik-bisnis daerah berburu rente
Persoalan patronase politik-bisnis, berakar dalam karut marut persoalan
politik
Tidak hilang dengan inovasi PBJ

Adanya pungutan liar berjenjang di tiap tikungan:
Dari guru, kepala sekolah, atau sekolah kepada siswa/ calon siswa untuk
kompensasi PPDB dan keperluan sekolah.
Dari pengawas pembinaan, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan kepada
guru untuk lancar sertifikasi dan pengangkatan jabatan.
Dari oknum pemerintah daerah kepada sekolah dengan ancaman, mulai
dari mutasi atau jabatan hingga menghambat proses pencairan dana BOS
(sebelum dana BOS ditransfer langsung dari kas negara ke rekening
sekolah).
Dari kepala daerah kepada pejabat dinas dengan timbal balik
pengangkatan/ promosi jabatan.

Perencanaan dan penggunaan dana BOS tidak didasarkan pada kebutuhan
sekolah, tidak transparan, dan tidak akuntabel.



Korupsi Pendidikan Tak Kenal Pandemi Covid-19:
Dana BOS dan BOP Dibawah Ancaman Korupsi


